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Motto 

 

 

Kita semua harus menerima kenyataan, tapi menerima kenyataan saja adalah 

pekerjaan manusia yang tak mampu lagi berkembang, karena manusia juga bisa 

membikin kenyataan-kenyataan baru, kalau tak ada yang mau membikin kenyataan-

kenyataan baru, maka kemajuan  sebagai kata dan makna sepatutnya dihapuskan dari 

kamus umat manusia (Pramoedya Ananta Toer, Rumah Kaca). 

 

Hanya ada satu kata bagi penguasa yang berlaku sewenang-wenang, LAWAN!!! 

Jangan takut, jangan takut, sebab ketakutan hanya akan memperpanjang barisan 

pembodohan, perbudakan, dan penghisapan (Wiji Tukul) – Kalau kamu bisa 

melawan, lawanlah! 

 

Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan 

kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah 

kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan 

Allah? Janganlah sesat! Orang cabul, penyembah berhala, orang berzinah, banci, 

orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, tidak mendapat bagian 

dalam kerajaan Allah (1 Korintus Pasal 6 ayat 8-10) 

 

Jika hatimu bergetar dan marah melihat setiap ketidakadilan, engkau adalah 

sahabatku (Che Guevara) 
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ABSTRACT 

Administrative courts are one of the implementing judicial authority that examine, 

hear and decide disputed in the administrative field. They are expected to uphold the 

law and justice against those seeking justice. Justice in law is always closely related 

to the paradigm that is the starting point of the umbrella and court functionaries. 

There are three (3) critical periods, which the concept of justice is strongly 

influenced by the paradigmatic concept developed in the law itself among others, the 

pre-positivism, positivism developmental period, and the post-positivism. Each has a 

different perspective on justice. Nowadays, the dominance of legal positivism in the 

lawless practices in Indonesia has given rise the lameness justice because justice is 

not related to the value of subjectivity and ethical values of each individual but for 

the sacralization of the text that gave birth to procedural fairness. Therefore, the 

deconstruction of texts in law is an alternative to substantive justice as the essence of 

the existence of the law, so that administrative justice in administrative courts could 

be reached. 

Keywords: pre-positivism, positivism, post-positivism, administrative courts, 

administrative justice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


